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Pentingnya Penataan Requlasi lzin Usaha

KALANGAN Senayan me-
nanggapi pernyataan Menteri
Koordinator Bidang Pemberday-
aan Masyarakat (Menko PM)
Muhairnin Iskandar soal dominasi
titel modern. Anggota Komisi VI
DPR Rivyy Abdul Halim menilai,
permyataan (erscbul harus dipa-
hrami sebagai upaya membenahi
ketimpangan ckonomi nasional,
bukan sebagai serangan terhadap
pelaku usaha tertentu.

Hal itu dapat dilihat sebagai
dorongan agar Pemerintah me-
nata kembali chosistem perda-
gangan nasional.

“Ritel modern dan usaha
kecil tidak seharusnya saling
melemahkan, Letapi tumbuh
biersama secara seimbang,” ujar
Rivqy dalam keterangannya,
Jumat (31/10/2023).

Diketahui, Menko PM Mu-
haimin Iskandar alis Cak Imin
mengalakin, ckspansi ritel mo-
dern yang masuk hingga ke
desa telah menjadi *pembunuh
ekonomi rakyal” dan mengan-
cam kelangsungan Usaha Mikro
Kecil Menengah (UMKM).

“Terus terang, raksasa gurita
lu betul-beul membawa ancanm-
an dan bahaya bagi tombubnya
usaha keeil dan menengah,”

ujar Cak Imin dalam acara |
Tahun Pemberdayaan Masyara-
kat: Langkah Awal Transformasi
Bangsa, yang digelar di Jakarta,
Selasa (28/10/2025).

Rivgy mengungkap fakta omizet
ritel modern nasional kini menca-
pai sekitar Rp 700 riliun per
tahun. Di sist Jain, jutaan UMKM
yang menopang 60 persen Produk
Domestik Bruto (PDB) nasional
justrrmasihkesulitan mengakses
pasar dan permodalan,

Ketimpangan ilu perlu diatasi
lewat pencrtiban regulasi pe-
rizinan dan pemerataan kesem-
patan usaha. “Kesetaraan cko-
nomi harus menjadi prioritas,”
landas politikus PKB ini.

Pemerintah Pusat (Pempus)
dan Pemerinlah Dacrah (Pemda)
perlu memastikan aturan fzin
rite] modern tidak merugikan pe-
dagang kecil di sekitar mercka,
Utamanya sval titik lokasinya.

“Sekarang bisa kita likat di
banyak dacrah radivs nggak
sampai 200 meter ada ritel mo-
dem,” kata legislator asal Jawa
Timur (Jatim) ind.

Dia mendorong adanya ke-
milraan antara ritel modern dan
UMKM lokal. Buka ruang bagi
produk-produk lokal di jaringan

Rivqy Abdul Halim

minimarket. Selain itu, setiap
kebijakan berbasis pada data
dan keadilan ekonomi dan bukan
(ekanan pasar semata.

Modernisasi ekonomi penting,
tapi harus didasari pada kom-
petitf vang adil. Tujuannya agar
tidak ada yang tertinggal. Apalagi
amanah Undang-Undang Dagar
(UUD) 1945 menekankan pada
dhasar prinsip ekonomi berkeadilan.

Senada, Wakil Ketua Komisi
VII DPR Chusnunia Chalim
meminta pernyataan Menko PM
Muhaimin Iskandar ditempatkan
dalam konteks kritik memba-
ngun, bukan serangan terhadap
industri rite] modern.

Pernyataan itu juga scha-
gai alarm keras agar semua pi-
hak, terutama perusahaan hesar,
lebih serius merangkul UMKM
i sekitarnya.

“Apar tercipla kescimbang-
an antara pelaku usaha besar
dan UMKM, sehingga chonomi
kita hisa tumbuh lebih adil dan
berkelarjutan,” ujar Nunik-sapaan
akrabnya, Jurnat (31/10/2025).

Kritik seperti ini, tambah
Nunik, perlu dibaca dengan
semangat merilokrast ckonomi,
Arlinya, sfapa pun yang berino-
vasi, bekerja keras, dan berkon-
ribusi nyata harus mendapat
ruang tumbuh yang setara.

Nurik menegaskan, UMKM se-
Jara i erbukti menjad Tombung
ehonomi rakyat dan penyangga
ketaharan nasional, terutama saal
krisis. Tapi, tidak bisa dipunghiri
dalam prakiiknya banvak pelaku
UMEKM yang terpingairkn akibat
kuatnya dominasi jaringan rite]
bresar dem keterbatasan akses pasar.

Sebagai langkah konstrukuil,
Nunik mendorong Pemerintah
dan dunia usaha memperkuat
model kemitraan berbasis eko-
sislemn antara titel modern dan
UMEKM lokal.

Selain itu, ritel modern harus
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lebih serius memberi porsi ela-
lise: khusus bagt produk UMKM,
fasilitasi pelatihan manajemen
usahia, hingga sistem distribusi
terpadu yang memberi peluang
selara bagi produsen kecil, Kunci-
nya adalah kolaborasi dan keber-
pibiakn yang cerdas.

“Kita lidak anti-industri besar,
tapi ingin memastikan pertum-
huhan ckonomi berjalan den-
pan prinsip kescimbangan dan
keadilan sosial,” tandas mantan
Wakil Gubernur Lampung ini.

Deputi Bidang Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat dan Pe-
lindungan Pekerja Migran Ke-
menterian Koordinator Pember-
dayaan Masyarakal (Kemenko
PM) Leontinus Alpha Edison
mengatakan, pihaknya tengah
menggodok kebijakan rantai bis-
s berkeadilan untuk melindungi
pelaku UMKM dari gempuran
perusahaan rite] modern besar.

Kebijakan mi menjadi bagian
dari upaya Pemerintah untuk
menciplakan ekosistem usaha
yang lebih adil dan inklusil.

“Pemerintah tidak sedang me-
matikan, tapi sedang melakukan
pemerataan rantai bisnis yang
adfil," Kata Leon dalam keterangan-
nya, Jumat (31/10/2025). w1
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